
BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENOABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARRAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

klenimbang : bahwa untuk melaksana1‹an lcetentuan pasal 11 Peraturan

Daerah Nornoz 8 Tahun 2022 tentarig Perubahan Anggaran

Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022;

Mengirigat ’ 1.

2.

Undang-Úndang Nomor IITahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaari Negara (Mmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

3. Uridang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 3istem

Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
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Mmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor1 Tahun 20a2 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia

Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Daerah (Leeibaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaram

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uodang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Itedudukan Keuangan Kepala Daerah dan lVakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2001

Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

T. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indor esia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaari Keuangan Badan La3•anan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 1i 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

8. Peraturan Pemeriritah Nomor 55Tahun 2005 tentang Dona

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575J;
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9.

lO.

11.

12.

t3.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Staridar Akuntansi Pemerintahan (Lembarari Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor U Tahun 2017 teritang

Pembinaan dari Perigawasan Penyelenggaraari Pernerintah

Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

lridoriesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 teritang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpirian dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Iridonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahari Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentarig

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Guberriur Sebagai

Wakil Pemerintah Pu sat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemeríntah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentarig

Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembarari Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran

Negara Republik Iridonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor9 Tahun 202I

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturari Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah sebagaimana

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
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16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dart Pertanggurigjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahuri 2021 Nomor 926);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Peraturan Daerah Kabupaten S umbawa Barat Nomor8

Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaari Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2012 Nomor 8,Tambahari Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 2).

19. Peraturan Daerah Iśabupaten Sumbawa Barat Nomor.....

Tah un 2 OFF tentang Perubahan Anggaran Pendapatari dam

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Merietapkan: PERATURAN BU PATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022.

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
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3. Anggaran Penclııpntıın ‹mn l3clnrıjn lûnernlı y.aııg sel.ınjıı1 uyu ‹lininJ'l‹ııl

IPBD ednlalı ı'encnıın l‹cunngan tnlı mmm ıln‹:rrı lı yum' ‹litcinpl‹ıın

dengan perattırnn önemli.

6. Nonıor Registery••s Selnnjııtı1yn rlisingl‹nt Norm ntlıılnlı p‹•mlı‹:rian

nomor dalam rangka pengaıvasnn dnn ter tib ntlminist mei ıı ntu l‹

mengetahui jumlah rancangan Perdrr ynng dilielrınrl‹an pcmcrıntah

daerah sebelum dilakul:annya penetapan dnn pcngunciangıın.

7. Pengundangan adalah penempatan produl‹ lau kum daorala ‹lalam

Lembaran Daerah, Tambaharı Lemlınıan Daerah, atau Dcrita Dacı ah.

Pasal2

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun ariggaran 2022 sem ula schcsar

Rp 1.076.554.92 1.T52,- bertambah sebesar Rp86.427.3 18.175,- sehingga

menjadi Rp 1.162.982.239.S2T,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a.Semula Up.1.031. 192.67I .677,-

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 72.5 18.444.750,-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl. 103.71 1. 116.42T,-

2. Belanja Daerah

a.Semula Rp.1.073.664.92l .752,-

b. Bertambah/{Berkuranp•] Rp. 84.427.3 18.1 75,-

dumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.168.092.239.927,-

3. Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan pembiayaan

l] Semula Rp.45.362.250.075,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 13.908.873.425,-

dumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 59.271. 123.500,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.2.890.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.000.000.000,-

Jurnlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 4.890.000.000,-

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan
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Rp. 54.381.123.500,
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Pasal3

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yarig merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati initerdiri dari:

1. LampiranI Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatari, Sub Kegiatan, Kelompok, Penis, Objek,

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besa:ran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

5. LampiranV Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemeriritahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,

Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Prograrri, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Peridapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

T. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Meriurut Urusan

Pemerintahari Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rirician Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah

Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.

Pasal4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal3 merupakan bagianyang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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PasalS

Pelaksanaan penjaharan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam doltumeri pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.

Agar setiap orang mengetahuiriya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Diundarigkan diTaliwang

pada tanggal 2022

Ditetapkan diTaliwang

Pada tanggal 2022

2022NOMOR
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